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Abstract: Land and home is the most important necessity in everyone's life, in everyday life to meet the needs of the home as a residence for some people who do not have homes to meet these needs by leasing land owned by others for building his house. Lease is an agreement on something expediency containing specific purpose and permissible and receive a replacement or substitute with a particular skill, then it should be done under the provisions of shara '. However, the practice of lease made public Ambengan Batu Tambaksari Surabaya contrary to the argument and the terms of the lease. Results of this study concluded that there are fundamental similarities between Islamic law and regulation of Surabaya city No. 1 of 1997 on the practice Surat Ijo over the land lease is allowed to conduct transactions over the lease as long as it in accordance with the agreed terms. In addition there is a difference between Islamic law and regulation of Surabaya No. 1 of 1997 that the lease will end if the fulfillment of benefits that expiration of a predetermined. While in Surabaya City Regulation No. 1 of 1997 says that the land use permit Surat Ijo may be terminated if the land will be used for the benefit of the region and the land must be immediately vacated. So that the rights of lease will automatically come to an end even though there is still time permits.
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Pendahuluan 
Masalah tanah adalah masalah yang menyentuh hak rakyat yang paling dasar. Disamping mempunyai nilai ekonomis, tanah juga memiliki fungsi sosial. Karena fungsi sosial inilah yang kadang kala kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan, guna kepentingan umum. Tanah yang merupakan hajat hidup rakyat banyak, perlu ditata kembali penggunaannya, hal ini diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria  No. 5 Tahun 1960, yang mencakup atas bumi, air, dan ruang angkasa dengan hukum adat sebagai landasan pokok. Dengan demikian, masalah tanah yang semula dikuasai oleh hukum barat sebagai landasan hukum, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sehingga tanah dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut aturan-aturan yang ada.
Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki keistimewaan dalam hak pengelolaan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki aset tanah yang disewakan kepada masyarakat dan sebatas pada hak pemakaian tanah saja. Masyarakat mengenal hak sewa atas tanah yang dikelola Badan Pengelolah Tanah dan Bangunan Pemerintah kota Surabaya dengan sebutan surat ijo, karena secara fisik surat sewa yang diterbitkan tersebut berwarna hijau.​[1]​ Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut merupakan pemberian hak sewa kepada pemegang izin.
Proses sewa menyewa merupakan transaksi yang sudah banyak digunakan dalam dunia perniagaan. Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan Ija>rah. Sewa menyewa (Ija>rah) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi sewa menyewa (Ija>rah) didasarkan pada adanya perpindahan manfaat dan pemberian upah, karena sewa adalah akad timbal balik (Mu’awwadhah).​[2]​ Pada prinsipnya sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syari’at. Oleh sebab itu, setiap pelaku sewa hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Mulai dari cara (proses), upah sewa maupun obyek yang disewakan.
Sebuah fenomena cukup menarik terhadap kegiatan alih sewa tanah surat ijo salah satunya di Ambengan Batu Kecamatan Tambaksari Surabaya. Pada kasus ini yang unik adalah keberadaan si penyewa tanah surat ijo melakukan alih sewa tanah tanpa sepengetahuan pihak Pemkot Surabaya. Seperti bapak Adi yang telah  melakukan alih sewa tanah surat ijo kepada bapak Fuadi selaku pembeli rumah bapak Adi. Tanah surat ijo tersebut oleh bapak Adi diserahkan pada saat ia melakukan transaksi jual beli rumah kepada bapak Fuadi. Padahal sudah jelas transaksi yang dilakukan oleh para pihak sebenarnya sebatas pada jual beli rumah saja, bukan transaksi pengalihan hak sewa tanah. Ada yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hak pemilik rumah dan yang terpenting pemilik rumah bertanggung jawab dan mau membayar uang  sewa sesuai ketentuan yang tertera pada surat ijo.
Dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 pasal 8 dan 9 dijelaskan juga bahwa izin pemakaian tanah tersebut suatu saat bisa dicabut apabila tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Jika surat izin pemakaian tanah dicabut, pemegang izin pemakaian tanah harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Sehingga dalam hal alih sewa surat ijo yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Konsep Ijara>h Menurut Hukum Islam
Sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan Ija>rah. Secara bahasa kata اَلْاِجَارَةْ  berasal dari kata اَلْاَجْرُ  yang berarti  اَلْعِوَضُ(ganti) dan  اَلثَّوَابْ  (pahala) dinamai juga  اَجْرٌ (upah).​[3]​ Sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikan Ija>rah sebagai berikut :
Menurut ulama Hanafiyah, “akad atas suatu kemanfaatan disertai imbalan”.​[4]​ Menurut ulama asy-Syafi’iyah, “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.​[5]​ Malikiyah berpendapat, “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan”.​[6]​
Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ija>rah Al-’ain, seperti sewa-menyewa tanah. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ija>rah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ija>rah.​[7]​
Sedangkan menurut pendapat para ulama lainnya adalah sebagai berikut​[8]​ :
1.	Menurut al-Kasa>ni> Ija>rah ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
2.	Menurut pendapat asy-Sya>rbini al-Khati}b Ija>rah adalah kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
3.	Menurut pendapat Ibnu Quda>mah Ija>rah adalah akad kemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
4.	Menurut Imam al-Ghazali Ija>rah merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.​[9]​
5.	Menurut jumhur ulama, Ija>rah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan hanyalah manfaat benda bukan zat bendanya.
	Dari definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian al-Ijara>h adalah suatu perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu. Jadi yang berpindah hanya hak manfaat benda bukan hak kepemilikan  benda.

Rukun Dan Syarat Ija>rah
Rukun-rukun Ija>rah ada 4, yaitu:
1.	Orang yang berakad, yaitu penyewa (Mu’ji>r) dan yang menyewakan barang (Musta’ji>r).
2.	Sigha>t (Ijab dan Qabul) 
3.	Harus ada ketentuan upah sewaannya.​[10]​
4.	Adanya manfaat.
Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun al-Ija>rah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.​[11]​
1.	Syarat- Syarat Ija>rah
Adapun syarat sewa menyewa (Ija>rah) terdiri dari 4 macam,​[12]​ yaitu :
a.	Syarat terjadinya akad
Merupakan berkaitan dengan orang yang melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal dan tak ada paksaan. Kecuali dalam keadaan darurat, menyewa dengan paksa adakalanya boleh.
b.	Syarat pelaksanaan
Barang harus dimiliki oleh ‘aqid serta orang tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk berakad.Apabila ‘aqid tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka Ija>rah menjadi batal.
c.	Syarat sah 
-	Orang yang akad (‘Aqid)  yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak. 
-	Barang yang menjadi objek akad (Ma’qud ‘Alaih) bermanfaat dengan jelas serta diperbolehkan oleh Syara’ serta hal yang mubah bukan yang di haramkan.​[13]​ Apabila objek akad tidak jelas maka akad tidak sah. selain itu hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata ataupun Syara’ dan merupakan milik mu’ji>r sepenuhnya.​[14]​
-	Upah dalam sewa harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
d.	Syarat kelaziman 
-	Barang sewaan terhindar dari cacat.
-	Tidak ada alasan (‘udzur) yang dapat membatalkan akad. Udzur  yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi orang yang berakad, dan apabila terdapat ‘udzur  maka dapat membatalkan akad.

Macam-Macam Ija>rah
Ija>rah ada dua macam yaitu :
1.	Ija>rah atas manfaat atau disebut juga dengan sewa-menyewa
Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan, seperti bangkai dan darah.
2.	Ija>rah atas pekerjaan atau disebut juga upah mengupah
Ija>rah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad Ija>rah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya mengangkut barang ke tempat tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut Aji<r atau tenaga kerja.​[15]​

Berakhirnya dan Batalnya Ija>rah
Menurut Sayyid Sabiq, terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan Ija>rah antara lain :
1.	Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2.	Rusaknya barang yang disewakan
3.	Rusaknya barang yang diupahkan.
4.	Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.​[16]​
Menurut Ulama Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan Ija>rah jika adanya udzur, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.​[17]​
Adapun apabila salah satu pihak meninggal dunia, menurut ulama Hanafiyah akad Ija>rah menjadi batal. Berbeda pendapat menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Abu Tsaur bahwa hal tersebut tidak membatalkan akad Ija>rah dan dapat diwariskan. Begitu pula jumhur ulama berpendapat bahwa apabila salah satu pihak meninggal dunia, hal tersebut tidak menyebabkan akad Ija>rah menjadi batal atau berakhir. Hal itu dikarenakan Ija>rah merupakan akad yang lazim seperti halnya jual beli, dimana Musta’ji>r  memiliki hak atas barang yang dipinjam, sehingga hak sewa dapat berpindah kepada ahli waris.​[18]​

Sewa Menyewa Tanah
	Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara personal. Oleh karena itu, Ija>rah (sewa-menyewa) merupakan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Ija>rah mengandung beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu: 
1.	Adanya keuntungan yang didapatkan oleh penyewa atas manfaat barang atau jasa yang disewa dalam memenuhi kebutuhannya; 
2.	Adanya keuntungan yang dirasakan oleh pihak yang menyewakaan atas upah yang diterima dari si penyewa. 
	Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia, melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam telah membolehkan terhadap sewa-menyewa tanah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hanz}alah Bin Qays al-Ans}a>ri sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Hanz}alah Bin Qays al-Ans}a>ri : saya bertanya kepada Ra>fi' bin Khadi>j mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas danperak.Maka dia menjawab: Hal itu tidak mengapa. Dulu pada  masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan sepertiitu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah seperti di atas.Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang”. (HR. Muslim).​[19]​
	Pada prinsipnya, ija>rah lahir sesudah adanya perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.​[20]​ Sehingga berlakunya waktu ijarah dan ketentuan-ketentuan lainnya haruslah sesuai dengan apa yang diperjanjikan kedua belah pihak.
	Dalam perjanjian sewa-menyewa tanah, haruslah disebutkan secara jelas tujuan sewa tanah tersebut, apakah bertujuan untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal, mendirikan bangunan lain, atau pun tujuan yang dikehendaki penyewa.​[21]​ Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka sewa menyewa dikatakan fasid (tidak sah) karena kegunaan dari tanah itu bermacam-macam.​[22]​
	Apabila dalam perjanjian terdapat ketidak jelasan tujuan penggunaan tanah, dikhawatirkan akan menimbulkan presepsi yang berbeda antara pemilik tanah dan penyewa tanah. Sehingga suatu saat memungkinkan terjadinya persengketaan antara kedua pihak. Di samping itu penyebutan jenis penggunaan tanah terhadap tanaman yang akan ditanam atau pun bangunan yang akan didirikan dapat berpengaruh terhadap waktu sewa dan besarnya jumlah uang sewa. Dengan demikian, kontrak ija>rah menciptakan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain.

Kewajiban Bagi Pemilik Tanah dan Penyewa Tanah
1.	Kewajiban bagi pemilik tanah
Islam menetapkan bagi pemilik tanah untuk memanfaatkan tanahnya dengan cara mengelolah tanah tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ataupun dengan bantuan orang lain.Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara, diantaranya :
a.	Diurus sendiri dengan cara bertani atau pun bercocok tanam, hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan karena dapat memanfaatkan tanah serta dapat berguna bagi kehidupan manusia. 
b.	Meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk mengurus dan mengelolahnya dengan bantuan alat, bibit ataupun lainnya. Hal ini dapat dilakukan jika pemilik tanah tidak dapat mengurusnya sendiri.
c.	Muza>ro’ah yaitu pemberian dari hasil pengolahan tanah kepada orang yang mengelolah atau yang menanami tanah
d.	Mukha>barah yaitu mengelolah tanah yang benihnya dari pengelolah.
e.	Musa>qah yaitu mempekerjakan seseorang memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan atau bagian yang ditentukan dari hasilnya.​[23]​
f.	Menyewakan tanahnya dengan pengganti uang, misalnya si pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang yang sanggup mengurusnya dengan penyewaan berupa uang dengan jumlah tertenu.​[24]​
g.	Kewajiban bagi penyewa tanah
Dalam hal sewa menyewa tanah terdapat berbagai kewajiban bagi penyewa tanah, diantaranya :
a.	Menunaikan apa yang telah dijanjikan pada pemilik tanah pada waktu akad, karena jika penyewa tanah mengingkari janjinya, maka dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. 
b.	Memanfaatkan tanah sewa dengan sebaik mungkin, sesuai dengan penggunaan tanah yang telah disepakati.
c.	Menyerahkan kembali tanah sewa kepada pemilik tanah, bila masa sewa telah habis. 
Apabila berbentuk tanah pertanian, maka penyewa wajib menyerahkan dalam keadaan tidak bertanam kecuali jika terdapat udzur maka tanah tersebut tetap berada di tangan penyewa hingga masa panen dengan pembayaran serupa.​[25]​

Hukum Islam Tentang Alih Sewa
Alih sewa adalah memindahkan segala bentuk hak dan kewajiban barang sewaan kepada orang lain. Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali suatu barang yang disewakan kepada pihak orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad.​[26]​
Pihak penyewa dapat mengulang-sewakan kembali barang sewaannya dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewanya tersebut harus sesuai dengan penggunaan penyewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.
Apabila barang sewaan (obyek sewa) itu berbentuk rumah, maka si penyewa dapat menempati sebagai tempat tinggal, atau si penyewa menyewakan kembali kepada orang lain. Dengan syarat pihak penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat ditempati, sesuai dengan kebiasaan yang lazim yang berlaku ditengah tengah masyarakat.
Apabila barang sewaan (obyek sewa) itu berbentuk binatang, maka pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat binatang itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan binatang sewaan tersebut.​[27]​ Seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah, kemudian kerbau itu disewakan kembali kepada penyewa kedua, maka kerbau tersebut harus digunakan untuk membajak pula.
Semua fuqaha’ sepakat bahwa seseorang yang menyewa suatu barang, maka baginya diperbolehkan menyewakan kembali barang sewaannya kepada orang lain. Sedangkan mengenai penentuan harga sewa itu bebas-bebas saja, artinya boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.​[28]​
Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa seseorang yang menyewa rumah atau toko atau lainnya dengan biaya jumlah tertentu seperti satu pond sebelumnya, maka baginya tidak halal menyewakan kembali kepada orang lain dengan ongkos yang lebih tinggi. Karena dianggap mengambil keuntungan dari harta dan memakan harta dengan cara batil.​[29]​
Sementara itu Imam Syafi’i berpendapat bahwa si penyewa boleh menyewakan kembali barang sewaannya kepada orang lain dengan syarat pihak lain yang telah menyewakan itu masih sama penggunaannya dengan penyewa pertama (sesuai dengan perjanjian awal sewa) dan hal tersebut disamakan dengan jual beli.​[30]​
Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Hambali juga berpendapat bahwa bagi si penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah ia sewa itu kepada orang lain. Sebab manfaat orang yang ia sewa itu telah ia miliki, tetapi dengan syarat hendaknya dalam hal penggunaan barang tersebut sama atau lebih kecil.​[31]​ Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri salah seorang jumhur fuqaha’ yang membolehkan cara seperti itu, dengan alasan diperbolehkan menyewakan kembali karena diserupakan dengan jual beli.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengalih sewakan dan melepas sewakan barang kepada orang lain tanpa izin pemilik dilarang, kecuali jika hal tersebut diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Jika ada kerusakan pada barang yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (Mu’ji<r) dengan syarat kerusakan tersebut bukanlah akibat dari kelalaian Musta’ji<r. Namun jika kerusakan barang yang disewa diakibatkan kelalaian Musta’ji>r, maka yang bertanggung jawab adalah Musta’ji<r.​[32]​

Peraturan  Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997
Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan pesatnya perkembangan, pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, kebutuhan akan tanah menjadi semakin meningkat. Untuk mengimbangi kebutuhan terhadap tanah dan sekaligus dalam upaya meningkatkan daya guna hasil pengelolaan tanah-tanah milik Pemerintah baik tanah yang telah dikuasai ataupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya tentang izin pemakaian tanah.
Dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata ayat 1548 dijelaskan Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagaii jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.
Dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat  II Surabaya Nomor 1 tahun 1997 tidak dijelaskan secara langsung mengenai sewa menyewa, hanya saja disebutkan mengenai izin pemakaian tanah. Yang dimaksud dengan izin pemakaian tanah adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.  5 Tahun 1960.​[33]​
Izin pemakaian tanah yang dimaksud tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1993 tentang Izin Pemakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Syarat-syarat Permohonan Mendapatkan Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo)
Dalam pasal 4 Perda Kotamadya Surabaya No. 1 Tahun 1997 dijelaskan bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh izin pemakaian tanah. Untuk memperoleh izin pemakaian tanah, pihak yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya atau kepada pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan atau melampirkan​[34]​ :
1.	Nama pemohon
2.	Tempat dan tanggal lahir
3.	Pekerjaan atau jabatan pemohon
4.	Tempat tinggal atau domisili pemohon
5.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya
6.	Keterangan mengenai tempat atau lokasi yang dimohonkan izin
7.	Gambar situasi atau lokasi
8.	Akta pendirian Badan Hukum, apabila pemohon berbentuk Badan Hukum
9.	Keterangan lain yang dianggap perlu

Ketentuan Mengenai Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo)
Dalam pasal 6 dijelaskan izin pemakaian tanah dikeluarkan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Izin. Izin pemakaian tanah dibedakan sebagai berikut​[35]​ :
1.	Izin pemakaian tanah jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun khusus untuk usaha dan perumahan.
2.	Izin pemakaian tanah jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
3.	Izin pemakaian tanah jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 2 (dua) tahun.

Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo)
Pemegang izin pemakaian tanah berkewajiban untuk​[36]​ :
1.	Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah (surat ijo).
3.	Memakai tanah sesuai dengan peruntukan sebagaimana agunan atas suatu pinjaman, pemegang izin pemakaian tanah terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Walikotamadya tersebut dalam surat izin pemakaian tanah.

Larangan Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah
Pemegang izin pemakaian tanah dilarang mengalihkan izin pemakaian tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.​[37]​
Pengalihan tanah yang dimaksud adalah apabila izin pemakaian tanah (surat ijo) meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat melanjutkan izin dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan surat izin pemakaian tanah (surat ijo) yang baru.
Dalam ketentuan penjelasan Perda No.1 tahun 1997 juga dijelaskan jika surat izin pemakaian tanah (surat ijo) hilang, maka dalam permohonan pengajuan surat yang baru harus dilampirkan surat tanda laporan kehilangan barang dari kepolisian. Disamping itu, melalui Dinas yang ditunjuk, pemohon harus mengumumkan tentang kehilangan tersebut dalam media massa.​[38]​

Ketentuan Pencabutan Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo)
Surat Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila​[39]​ :
1.	Tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum.
2.	Pemegang izin pemakaian tanah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin pemakaian tanah.
3.	Tanah dibiarkan kosong dan atau diterlantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin pemakaian tanah
4.	Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak benar.
Apabila surat izin pemakaian tanah dicabut, pemegang izin pemakaian tanah harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin pemakaian tanah dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pengosongan akan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin pemakaian tanah.

Berakhirnya Izin Pemakaian Tanah (Sura Ijo)
Izin pemakaian tanah dapat berakhir apabila :
1.	Masa berlakunya surat izin pemakaian tanah berakhirnya dan pemegang izin pemakaian tanah tidak memperpanjang izin pemakaian tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Atas permintaan sendiri.
3.	Pemegang izin pemakaian tanah meninggal dunia.
4.	Surat izin pemakaian tanah tersebut dicabut.

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Yang Timbul
Dalam ketentuan pidana pasal 14 telah dijeskan bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam peraturan daerah ini yaitu siapa pun yang telah melanggar ketentuan-ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Daerah ini. Ketentuan pasal 4 dan 7 yang  dimakksud itu mengenai perolehan izin pemakaian tanah, kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan bagi pemegang izin pemakaian tanah.​[40]​
Jika terjadi pelanggaran, maka yang bertugas meyidik tindak pidana adalah penyidik umum. Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tidak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana di maksud berwenang​[41]​ :
1.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2.	Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan
3.	Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4.	Melakukan penyitaan benda atau surat
5.	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 
6.	Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 
7.	Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara 
8.	Mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
9.	Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
10.	Pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikannya harus dituangkan dalam Berita Acara.

Gambaran Umum Tentang Tanah Surat Ijo
1.	Pengertian Tanah Surat Ijo
Kota Surabaya mempunyai masalah unik, terdapat tanah  dengan status Hak Pengelolahan Lahan (HPL) yang disebut dengan tanah surat ijo. Tanah HPL adalah tanah yang disewakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada warga kota. Sebagai bukti HPL, warga yang menyewa tanah tersebut, warga diberi surat keterangan yang bersampul hijau. Selama ini tanah surat ijo hanya berstatus hak sewa saja, namun dalam dekat ini pelepasan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya bisa menjadi hak milik sesuai dengan perda yang mengatur yaitu Perda No. 16 Tahun 2014. Data tanah surat ijo yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya hanya dalam ruang lingkup kecamatan saja, sehingga tanah surat ijo di Kecamatan Tambaksari sebanyak 1.328 dengan luas 132.182,97 m2.
Tanah yang terdapat di Ambengan Batu terbagi menjadi tiga yaitu tanah surat ijo, tanah surat putih tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tanah surat ijo adalah tanah yang menyewa kepada Pemerintah Kota Surabaya sedangkan bangunannya milik pribadi, tanah surat putih adalah tanah beserta bangunannyan menyewa kepada Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah tanah yang menyewa kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Namun dari pembagian tersebut, tanah di wilayah Ambengan Batu lebih banyak tanah surat ijo yaitu sekitar 80 persen.
2.	Pengalihan Tanah Surat Ijo
Menurut Ibu Linda selaku ketua seksi pemanfaatan tanah di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya menjelaskan bahwa tanah surat ijo dapat dialihkan, namun harus dengan sepengetahuan pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pengalihan harus dilaporkan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, setelah pelaporan maka pihak yang bersangkutan akan dibuatkan  keterangan rekomendasi pengalihan tanah surat ijo. Jika telah mendapatkan rekomendasi pengalihan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah barulah para pihak bisa melaksanakan pengalihan tanah surat ijo baik dengan cara waris, jual beli, hibah, maupun wakaf.
Seperti halnya yang terjadi pada ibu Mugi yang melakukan alih sewa tanah surat ijo dengan cara waris. Ia mendapatkan bagian warisan tanah di Ambengan Batu III No.16 Tambaksari dari ibunya yang bernama ibu Saropah, ibu Mugi melakukan alih sewa tanah surat ijo dengan meminta rekomendasi pengalihan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya alih sewa tanah surat ijo dalam kasus jual beli, penulis juga dapatkan di wilayah Ambengan Batu Tambaksari Surabaya. Antara bapak Adi dan Bapak fuadi yang melakukan transaksi jual beli rumah miliknya, namun status tanahnya adalah tanah sewa milik Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan pengalihan tanah surat ijo dengan cara hibah maupun wakaf sampai saat ini belum pernah ditemukan, karena tanah surat ijo merupakan tanah milik Pemerintah Kota Surabaya sehingga pihak yang mendapatkan hak sewa tidak berani mengalihkan secara hibah maupun wakaf.

Praktik Alih Sewa Tanah Surat Ijo
1.	Latar belakang terjadinya Alih Sewa Tanah Surat Ijo
Dalam transaksi alih sewa tanah surat ijo yang terjadi di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya sebenarnya Ibu Murtinem yang menjadi pemegang Izin Pemakaian Tanah (surat ijo) atau penyewa pertama tanah milik Pemerintah Kota Surabaya.​[42]​ Kemudian sejak Ibu Murtinem meninggal dunia tepatnya tahun 1987, ia meninggalkan harta warisan salah satunya adalah rumah yang berdiri di atas tanah sewa milik Pemerintah Kota Surabaya. Ibu Murtinem memiliki dua orang anak yaitu Parmin dan Paeran. Setelah pembagian harta warisan, ternyata rumah yang berdiri di atas tanah sewa Pemerintah Kota Surabaya tersebut jatuh kepada bapak Paeran, dan bapak Paeran memiliki dua anak yaitu Lusiati dan Adi Prasetyo. Setelah bapak Paeran meninggal tahun 2001, akhirnya yang menjadi ahli waris rumah beserta hak sewa tanah tersebut adalah Bapak Adi Prasetyo.
Semenjak  ia menikah dan bekerja di Kalimantan Selatan, Bapak Adi jarang pulang ke Surabaya. Kemudian pada tahun 2014, bapak Adi berinisiatif untuk menjual rumahnya, dengan alasan bahwa rumah tersebut tidak pernah ditempati. Akhirnya tanggal 25 Agustus 2014 rumah dengan ukuran 5,5 x 7 meter yang berdiri di atas tanah sewa milik Pemerintah Kota Surabaya tersebut dijual secara tunai dengan harga Rp. 75.500.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2.	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Alih Sewa Tanah Surat Ijo
Terdapat para pihak yang terlibat dalam alih sewa surat ijo antara lain :
-	Pemilik tanah yaitu Pemerintah Kota Surabaya.
-	Penyewa (musta’ji>r  pertama) yaitu ibu Murtinem yang mendapatkan izin pemakaian tanah kemudian dialihkan  kepada ahli warisnya yaitu bapak Paerin selanjutnya diwariskan kepada bapak Adi Prasetya (musta’ji>r  kedua).
-	Penyewa ketiga (musta’ji>r ketiga) yaitu bapak Fuadi.

Proses Transaksi Alih Sewa Tanah Surat Ijo
Sebuah transaksi dikatakan sah apabila akadnya sesuai dengan Syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku. Transaksi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2014 rumah dengan ukuran 5,5 x 7 meter tersebut terjual dengan harga Rp. 75.500.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), para pihak yang bertransaksi melakukan transaksi dengan cara bertatap muka langsung dan menandatangani surat perjanjian dengan menghadirkan aparat warga Ambengan Batu yaitu bapak Wasis Waskito selaku Ketua RT 08 dan ibu Hj. Nunik Rudie selaku ketua RW 04 Ambengan Batu Tambaksari. Selain itu juga menghadirkan para saksi yaitu bapak Slamet dan bapak Wasis Waskito.
Sementara mengenai tanah persewaan milik Pemerintah Kota Surabaya atau yang disebut  tanah surat  ijo, dengan luas ± 39 m2 dalam perjanjian yang ditandatangani antara bapak Adi dan bapak Fuadi disebutkan bahwa  “soal tanah persewaan milik kotamadya menurut perjanjian sewa menyewa tanah hak Kotamadya”. Artinya pihak dari bapak Adi tidak mau ikut campur apapun yang terjadi berekenaan dengan tanah sewa milik Pemerintah Kota Surabaya. Padahal dalam surat ijo ternyata masih atas nama Ibu Murtinem dan belum beralih kepada bapak Adi Prasetyo sejak meninggalnya Ibu Murtinem hingga terjadinya transaksi ini yaitu pada tahun 2014.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Alih Sewa  Tanah Surat Ijo Di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya
1.	Analisis Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Alih Sewa
Yang menjadi subjek dalam alih sewa tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya, ibu Murtinem, bapak Adi, dan bapak Fuadi, dari segi agama mereka sudah baligh dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka perbuat dan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani. Jadi subyek dalam praktik alih sewa tanah surat ijo dilihat dari hukum Islam sudah memenuhi syarat.
2.	Analisis Terhadap Objek Yang Dialih Sewakan
Dalam praktek alih sewa tanah surat ijo yang dilakukan oleh bapak Adi dan bapak Fuadi, benda yang dialih sewakan adalah tanah yang statusnya milik pemerintah kota Surabaya yang diberikan hak sewa kepada warga yang mau memakainya atau menyewanya. Dalam ketentuan surat ijo disebutkan bahwa boleh mengalihkan pemakaian atau penyewaan tanah dengan sepengetahuan pihak pemerintah kotamadya tingkat II Surabaya. Tanah surat ijo yang diberikan kepada warga statusnya bukanlah hak milik, namun sebatas hak pakai atau hak sewa yang sewaktu-waktu pihak pemerintah kota dapat mengambil tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya. 
Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa objek benda yang disewakan haruslah memenuhi syarat yaitu bermanfaat sesuai dengan syara’, tidak rusak jika dimanfaatkan, dapat diserah terimakan  dan barang tersebut milik sendiri. Setelah meneliti praktik alih sewa tanah surat ijo di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya, dapat diketahui bahwa yang menjadi objek sewa adalah tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga sewa tersebut termasuk dalam Ija>rah atas manfaat atau disebut juga dengan sewa-menyewa karena objek sewa berupa barang aau benda. 
Ditinjau dari segi manfaatnya sudah jelas bahwa tanah surat ijo tersebut dimanfaatkan sesuai dengan syara’ yaitu untuk pemukiman. Selain itu, tanah surat ijo tersebut tidak rusak jika dimanfaatkan dan dapat diserah terimakan secara nyata atau syara’ pada saat akad sewa. Namun dari segi kepemilikan barang, tanah surat ijo tersebut bukanlah milik Musta’ji>r sepenuhnya melainkan milik Pemerintah Kota Surabaya, sehingga pengalihan sewa tanah surat ijo yang terjadi antara Bapak Adi dan Bapak Fuadi menjadi tidak sah (Ghairu S}ah{ih{) karena tidak terpenuhnya salah satu syarat sewa menyewa (Ija>rah).

Analisis Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 Terhadap Praktik Alih  Sewa Tanah Surat Ijo Di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya
Perda merupakan perangkat peraturan yang dibuat agar dalam menentukan kebijakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan pesatnya perkembangan, pembangunan fisik di Kota Surabaya, maka kebutuhan akan tanah bagi masyarakat juga semakin meningkat. Untuk mengimbangi kebutuhan terhadap tanah dan sekaligus dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan tanah-tanah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah.
Setelah melihat pelaksanaan praktik alih sewa tanah yang terjadi di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya, maka terdapat beberapa penyimpangan yaitu : 
1.	Dalam hal pemegang surat ijo (Musta’ji>r pertama) meninggal dunia, yang berkepentingan atau ahli waris boleh melanjutkan izin sewa tetapi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan surat izin baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku seabagaimana ketentuan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 pasal 7 ayat 3. Namun dalam praktik alih sewa yang dilakukan oleh musta’ji>r pertama (ibu Murtinem) kepada ahli warisnya atau musta’ji>r kedua (bapak Adi) tidak melakukan pengajuan permohonan untuk mendapatkan surat izin baru kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. 
2.	Mengenai pengalihan sewa tanah surat ijo antara musta’ji>r kedua dan musta’ji>r ketiga pun seharusnya dilakukan dengan sepengetahuan pihak Pemerintah Kota Surabaya, namun yang terjadi para pihak tidak melakukan pelaporan pengalihan serta tidak meminta persetujuan tertulis pengalihan tanah surat ijo terlebih dahulu kepada Dinas Pengelolaan Bangunan Tanah. Hal ini telah melanggar ketentuan Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997 pasal 7 ayat 2.
3.	Para musta’ji>r tidak membayar uang sewa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2014, padahal para pihak telah mengalih sewakan tanah surat ijo. Sehingga musta’ji>r ketiga wajib membayar seluruh tanggungan sewa beserta dendannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini musta’ji>r telah melanggar ketentuan Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997 pasal 7 ayat 1. Dalam hal besarnya taksiran biaya pembayaran sewa dilakukan di Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya.
4.	Pemegang izin tanah telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijo, maka izin pemakaian hak sewa akan dicabut. Dalam pencabutan izin, pemegang izin atau musta’ji>r harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya sesuai ketentuan Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997 pasal 9 dan 10.

Persamaan Dan Perbedaan Hukum Islam Dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 Terhadap Praktik Alih Sewa Tanah Surat Ijo Di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya
1.	Resiko Dalam Sewa-Menyewa
Resiko dalam sewa menyewa antara hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 memiliki perbedaan yang cukup mendasar, walaupun dari beberapa segi juga mempunyai persamaan. Perbedaan yang nampak bahwa dalam hukum Islam mengenai berakhirnya sewa menyewa adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau berakhirnya masa yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa izin pemakaian tanah surat ijo dapat dicabut apabila tanah dipakai untuk kepentingan daerah dan tanah tersebut harus segera dikosongkan. Sehingga dalam hal ini secara otomatis hak sewa akan berakhir meskipun masa izin masih ada.
Adapun segi persamaannya dalam hal mengenai peruntukan tanah atau pemanfaatan tanah, antara hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 memiliki paradigma yang sama yaitu harus menunaikan dan menjelaskan apa yang telah dijanjikan pada pemilik tanah pada waktu akad serta memanfaatkan tanah sewa dengan sebaik mungkin, sesuai dengan penggunaan tanah yang telah disepakati.
2.	Pengalihan Sewa Tanah Surat Ijo
Dalam mengalih sewakan objek sewa menyewa menurut hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 tidak ada perbedaan. Menurut semua fuqaha’ sepakat bahwa seseorang yang menyewa suatu barang, maka baginya diperbolehkan menyewakan kembali barang sewaannya kepada orang lain. dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewanya tersebut harus sesuai dengan penggunaan penyewa pertama, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.
Jika barang sewaan itu berbentuk tanah haruslah disebutkan secara jelas tujuan sewa tanah tersebut, apakah bertujuan untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal, mendirikan bangunan lain, atau pun tujuan yang dikehendaki penyewa. Imam Syafi’i berpendapat bahwa si penyewa boleh menyewakan kembali barang sewaannya kepada orang lain dengan syarat pihak lain yang telah menyewakan itu masih sama penggunaannya dengan penyewa pertama (sesuai dengan perjanjian awal sewa) dan hal tersebut disamakan dengan jual beli.
Adapun mengalih sewakan menurut Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 mengatakan bahwa penyewa boleh mengalihkan izin pemakaian tanah (surat ijo) namun harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri hak sewa pada umumnya adalah bersifat pribadi dan boleh dialihkan kepada pihak lain atau pun menyerahkan transaksinya kepada pihak ketiga selama masih sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Kesimpulan
1.	Praktik alih sewa tanah surat ijo yang dilakukan oleh musta’ji>r kedua kepada musta’ji>r ketiga yang terjadi di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya menurut hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat sewa menyewa, surat ijo tersebut dialih sewakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak pemerintah kota Surabaya, maka pengalih sewahan tanah surat ijo tersebut menjadi tidak sah (Ghairu S}ah{ih{) karena tidak memenuhi syarat sah sewa menyewa (Ija>rah). Padahal dalam melakukan transaksi alih sewa harus memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan menurut Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997, praktik alih sewa yang terjadi tersebut telah melanggar beberapa ketentuan pasal terutama pasal 7, 9, dan 10.
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